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Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun
rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan
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